BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No0.150, 2010 KEMENTERIAN AGAMA. Pembentukan Kantor
Kementerian. Provins Nusa Tenggara Timur.

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2010
TENTANG
PEMBENTUKAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN NAGEKEO, KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KABUPATEN SUMBA TENGAH, DAN KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di
bidang agama serta untuk menindaklanjuti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten
Nagekeo di Provins Nusa Tenggara Timur, Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten
Sumba Tengah di Provins Nusa Tenggara Timur, dan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Sumba Barat Daya di Provins Nusa
Tenggara Timur, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama
tentang Pembentukan Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Nagekeo, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba
Tengah, dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba
Barat Daya di Provins Nusa Tenggara Timur;
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Mengingat

Memperhatikan :

. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang

Pembentukan Kabupaten Nagekeo di Provins Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4678);

. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang

Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provins Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4679);

. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2007 tentang

Pembentukan Kabupaten Sumba Barat Daya di Provins
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4692);

. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008 tentang

Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Presiden Nomor 10
Tahun 2005 tentang Unit Organisas dan Tugas Eselon |
Kementerian Negara Republik Indonesig;

. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang

Pembentukan dan Organisas Kementerian Negara;

. Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001

tentang Penataan Organisas Kantor Urusan Agama
Kecamatan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2008;

. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002

tentang Organisas dan Tata Kerja Kantor Wilayah
KementerianAgama Provinsi dan Kantor Kementerian
Agama Kabupaten/K ota sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri AgamaNomor 480 Tahun;

. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang

Organisas dan Tata Kerja Departemen Agama;
Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

daam Surat Nomor: B/2655/M.PAN/8/2009 tangga 25
Aqgustus 2009;
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG
PEMBENTUKAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN NAGEKEO, KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA KABUPATEN SUMBA TENGAH, DAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN
SUMBA BARAT DAYA DI PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR.

BAB |
PEMBENTUKAN
Pasal 1
Membentuk:
a. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nagekeo di Kabupaten Nagekeo;
b. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Tengah di Kabupaten Sumba
Tengah; dan
c. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Barat Daya di Kabupaten
Sumba Barat Daya
Di Provins Nusa Tenggara Timur.
BAB Il
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGS|
Pasal 2

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nagekeo, Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Sumba Tengah, dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba
Barat Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah instans vertikal
Kementerian Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung
kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provins Nusa Tenggara
Timur.

Pasal 3

Kantor Kementerian Agama kabupaten sebagamana dimaksud dalam Pasal 2
mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam
wilayah kabupaten berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kantor
Kementerian Agama Kabupaten menyel enggarakan fungsi:
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a. perumusan kebijakan teknis operasiona dan penyusunan rencana kerja
Kementerian Agama Kabupaten sesual dengan kebijakan Kementerian
Agama;

b. pengorganisasian dan pembimbingan pelaksanaan kegiatan di lingkungan
Kementerian Agama Kabupaten;

c. pelaksanaan program yang meliputi pembinaan, pelayanan dan
penyelenggaraan urusan agama, pendidikan agama dan keagamaan,
penyelenggaraan hgi dan umrah, pengelolaan zakat, pengelolaan wakaf,
dan kerukunan umat beragama;

d. pengelolaan administrass dan informas di lingkungan Kementerian
Agama Kabupaten;

e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab
Kementerian Agama Kabupaten;

f. pengendalian program dan pelaporan pelaksanaan tugas Kementerian
Agama Kabupaten.

(2) Daam pelaksanaan fungs sebagamana dimaksud pada ayat (1)
Kementerian Agama Kabupaten berkoordinas dengan Pemerintah Daerah,
Instans terkait dan lembaga sosial keagamaan yang berada di wilayah
kabupaten.

BAB Il
SUSUNAN ORGANISAS
Pasal 5

()Susunan Organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nagekeo,
Provins Nusa Tenggara Timur terdiri dari:

a. Subbagian Tata Usaha;

b. Seks Pendidikan dan Bimbingan Masyarakat |slam;
c. Seks Urusan AgamaKatolik;

d. Seks Pendidikan Agama Katolik;

e. PenyelenggaraHagji dan Umrah; serta

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Susunan Organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Tengah,
Provins Nusa Tenggara Timur terdiri dari:

a. Subbagian Tata Usaha;
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Seks Pendidikan dan Bimbingan Masyarakat Islam;
Seks Urusan AgamaKristen;

Seks Pendidikan Agama Kristen;

Penyelenggara Haji dan Umrah;

Penyelenggara Bimbingan Masyarakat Katolik; dan

-~ 0o Q0O

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan Organisas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Barat
Daya, Provins Nusa Tenggara Timur terdiri dari:

a. Subbagian Tata Usaha;

Seks Pendidikan dan Bimbingan Masyarakat Islam;
Seks Bimbingan Masyarakat Kristen;

Seks Bimbingan Masyarakat Katolik;
Penyelenggara Hagji dan Umrah; serta

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan struktur organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nagekeo,
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Tengah, dan Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Sumba Barat Daya sebagaimana tersebut
dalam Lampiran I, Lampiran || dan Lampiran |11 Peraturanini.

Pasal 6

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinas perumusan
kebijakan, pelayanan dan pembinaan administrasi kepada seluruh satuan
organisas dan/atau satuan kerja di lingkungan Kantor Kementerian Agama
Kabupaten berdasarkan kebijakan teknis yang ditetgpkan oleh Kepala
Kantor Kementerian Agama Kabupaten.

® oo o

Seks Pendidikan dan Bimbingan Masyarakat Islam mempunya tugas
melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang pendidikan madrasah,
pendidikan agama Islam, pendidikan diniyah dan pondok pesantren,
pengelolaan kepenghuluan, pembinaan Kantor Urusan Agama Islam
(KUA) dan keluarga sakinah, pemberdayaan masjid, pembinaan syariah
dan hisab rukyat, penerangan agama Islam, pengelolaan zakat, pengelolaan
wakaf, serta sistem informas mangemen pendidikan dan bimbingan
masyarakat Islam
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3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Seks Bimbingan Masyarakat Kristen mempunyal tugas melakukan
pelayanan dan bimbingan di bidang pengelolaan |lembaga dan keesaan
gerga, penyulunan dan tenaga teknis keagamaan, seni budaya dan
keagamaan, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Kristen, serta
sistem informasi mangjemen bimbingan masyarakat Kristen.

Seks Urusan Agama Kristen mempunyai tugas melakukan pelayanan dan
bimbingan di bidang pengelolaan lembaga dan keesaan gergja, penyuluhan
dan tenaga teknis keagamaan, seni budaya dan keagamaan, serta sistem
informasi manajemen urusan agama Kristen.

Seks Pendidikan Agama Kristen mempunyal tugas melakukan pelayanan
dan bimbingan di bidang pengelolaan pendidikan agama kristen pada
jenjang pendidikan tingkat dasar dan tingkat menengah, pendidikan
keagamaan, serta sistem informasi mang emen pendidikan agama Kristen.

Seks Bimbingan Masyarakat Katolik mempunyai tugas melakukan
pelayanan dan bimbingan di bidang pengelolaan lembaga dan sarana
keagamaan, penyuluhan dan tenaga teknis keagamaan, pendidikan agama
dan pendidikan keagamaan Katolik, serta sistem informas mangemen
bimbingan masyarakat Katolik.

Seks Urusan Agama Katolik mempunyal tugas melakukan pelayanan dan
bimbingan di bidang pengelolaan lembaga keagamaan, penyuluhan dan
tenaga teknis keagamaan, pembinaan sarana keagamaan serta sistem
Informasi mangjemen urusan agama Katolik.

Seks Pendidikan Agama Katolik mempunyai tugas melakukan pelayanan
dan bimbingan di bidang pengelolaan pendidikan agama Katolik pada
jenjang pendidikan tingkat dasar dan tingkat menengah, pendidikan
keagamaan, serta sistem informasi mang emen pendidikan agama Katolik

Penyelenggara Haji dan Umrah mempunyai tugas melakukan pelayanan
dan bimbingan di bidang pengelolaan pendaftaran dan sistem informas
haji, pembinaan hgji, perjalanan dan dokumen, akomodasi dan Biaya
Perjalanan Ibadah Hgji (BPIH) serta penyuluhan hgi dan umrah.

(10) Penyelenggara Bimbingan Masyarakat Katolik mempunyai tugas

melakukan bimbingan dan pelayanan di bidang keagamaan pada
masyarakat Katolik yang meliputi urusan agama Katolik, pendidikan
agama dan pendidikan keagamaan Katolik serta sistem informas
manajemen bimbingan masyarakat Katolik.
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Pasal 7

Pelaksanaan tugas pelayanan terhadap agama yang tidak tertampung dalam
struktur organisas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2)
dan ayat (3) dapat dilakukan dengan menunjuk seorang pengadministras
layanan agama yang dikoordinasikan oleh dan bertanggung jawab kepada
Kepala Subbagian Tata Usaha.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 8

Di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten sebagamana dimaksud
dalam Pasa 2 dapat ditetapkan jabatan fungsional berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas sesua
dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 10

(1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sgjumlah tenaga dalam jenjang
jabatan fungsional yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dikoordinasikan oleh pgabat fungsiona senior yang ditunjuk oleh
pimpinan satuan organisas yang bersangkutan.

(3)Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan

berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4)Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 11

(1)Setigp pimpinan satuan organisasi dan/atau satuan kerja di lingkungan
Kantor Kementerian Agama Kabupaten dalam melaksanakan tugas wajib
menergpkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisas dengan satuan
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organisas/satuan kerja di lingkungan KementerianAgama Kabupaten/K ota
dan pemerintah daerah sertainstans vertikal lainnya.

(2)Setigp pimpinan satuan organisas dan/atau satuan kerja wagib
mengembangkan pelaksanaan tata kerja Kantor Kementerian Agama
Kabupaten dengan menerapkan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan
pemberdayaan masyarakat.

(3)Setiap pimpinan satuan organisasi dan/atau satuan kerja di lingkungan
Kantor Kementerian Agama Kabupaten bertanggung jawab memimpin dan
mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahannya.

(4)Setigp  pimpinan  satuan organisasi dan/atau  satuan  kerja  wagib
mengembangkan pelaksanaan tugas dan fungsinya berdasarkan rencana
strategis yang telah ditetapkan serta menyusun dan memelihara tata
hubungan kerja yang serasi baik intern maupun ekstern.

(5)Setiap pimpinan satuan organisas dan/atau satuan kerja wajib melaksanakan
administrasi keuangan, akuntansi, menyusun laporan keuangan dan laporan
kinerja sebagai mana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6)Setiap pimpinan satuan organisas dan/atau satuan kerja wajib melaksanakan
pengawasan melekat, penilaian kinerja, mematuhi ketentuan peraturan
perundang-undangan dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya
kepada atasan masi ng-masing secara berjenjang dan berkala.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 12

Dengan ditetapkannya peraturan ini maka satuan kerja, pegawai, pembiayaan
serta sarana:

a. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nagekeo yang berada dalam
kewenangan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngada segera dialihkan
kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nagekeo;

b. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Tengah yang berada dalam
kewenangan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Barat segera
dialihkan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Tengah;
dan

c. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Barat Daya yang berada
dalam kewenangan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Barat
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segera dialihkan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba
Barat Daya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Pelaksanaan Peraturan ini dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam)
bulan sgak tanggal ditetapkan.

Pasal 14
Peraturan ini mulai berlaku padatanggal ditetapkan.

Agar setigp orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini
dengan penetapannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
padatanggal 25 Maret 2010

MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA,

SURYADHARMA ALI

Diundangkan di Jakarta
padatanggal 25 Maret 201047

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALISAKBAR


http://www.djpp.depkumham.go.id

IV YWHYHOYAHNS

“VISINOANIMITENdIH YWVOV RALNIW
010Z 1848y S [efkuey eped

Yedwin uep lMey eiebbuspiusy

10

epeyer p uexdejayg HEERER
uejeqer
yodwosy
HRENEN
Nijoley NIO1ey we|s| seulg
eweby ueypipusd eweby uesnn Uep ueyipIpUSd
e IS¥93 15493 ISY93
_ _ _ I
Buesn ee|
Beqans
YWV OY NYIHILNIWIHN
HOLNWYH OIDIFOYN ‘8N
VWVOV NVIRII LN NI HOLNW
ISVSINVOHO N¥OVE
HNWLL YHYOONL VSNN

2010, No.150

ONVINTL
OLOZNNHYL ¥ HOWON

VISINOONI MIMENdIY YAYOY I3 1 NIW NYHNILVHId | NWHIdNYT

ISNIAOHd 10 VAV LVHVE YAWNS NALVdNEYY YWYOY NVIHILNIWIN HOLNYY NYa 'HYDNIL YENNS NALYdNEWI
VAVOY NVIHILNIWIN HOLNYY ‘'0IHIDYN NILYdNEVM VIWVD ¥ NVIHILNIWIN HO LNV NWININIEWId


http://www.djpp.depkumham.go.id

2010, No.150

11

¥ YWHYHAVAUNS

‘VISINOGNI ¥Nand3y YWYOY [HILNIW

yedwn uep ileH uerlelifus|adusg

.

0102 }Je Gz |efbue) eped HEREER
epexer 1p uexdejs)ig uejeder
yodwo[ay
HEENEA
ualsiy uslsiy we|s| sewig
eweby ueyipipusd eweby uesnin uep ueyipipus
S)3S IS¥3S IS¥3g
_ | _ _
eyesn eje|
Beqgng
YWYOY NYIYILNININ HYONIL YEWNS "8
HOLNWH VAYOV NVIHIALNININ HOLNWY
ISVSINYOUO NYOVE
HNWIL YHYOONIL YSNN

ISNIAOH 10 YAVQ LVHVE VAWNS NILYdNEYY YWYOY NVIHILNIWIN HOLNYY NVA ‘HYONIL VAWNS NILVdNEWI
VAYO YV NVIHILNIWIN HOLNYY ‘OIIIDVN NILYJNAYVM VIAVOY NVIHILNIWIN HOLNYY NWDINLNIEWId

ONVINIL
O0LOZNNHVYL ¥ HOWON

VISINOGNI MITaNd3H YWYOV IMILNIN NYHNLYHId [| NYHIdWYT


http://www.djpp.depkumham.go.id

¥ YWHYHAVAUNS

‘YISTINOANI ¥ITENdIH YWYOV IHALNIW
0102 104eW 6z |efibue) eped

yedwn uep ileH ueesebbusjafuayg

.

12

epexer [p ueydejajq HEREER
uejeder
yoduwio|ay
LT
ljo]eYy Se Ll U3]SHY Selll weis| sellg
yljojey sewig ISy sewig UEp UEYPIRUSY
I5}95 1SS 1S)3S
_ | | |
eyesn eje|
Beqgng
zs“uw_,_omﬂmx VAVO LVHVE VEWNS 8
SOLNGY YWYDY NVIHALNIWIYM HOLNW
ISYSINYOHO NYoVvE
HNWIL YHYDONIL ¥SNN

2010, No.150

ONVINIL
O0LOZNNHYL ¥ HOWON

ISNIAOYHd 10 YAVA 1YHYE YHANS NILVdNEYM YW YOV NYIHILNIWIM HOLNYY NYd HYONIL YHNNS NILYdNEYM
VAYO YV NVIHILNIWIY HOLNYY ‘ODITOVN NILVANEYM VIAVOY NVIHILNIWIN HOLNYM NWINLNIEWId

VISINOONI MIMand3y YWYOV M3 1NIW NYUNLYHId I NVHIdWY


http://www.djpp.depkumham.go.id

